WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR32 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
Pengawasan bidang perizinan dan non perizinan, .
guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan :
serta memastikan kepatuhan pemenuhan
persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha perlu !
adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan |
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya proses
Pengawasan Perizinan Usaha Berbasis Risiko perlu |
adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; \

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang \
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, ‘
perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang
Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 595),
Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1821);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tent'ang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;

10. Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 56
Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KOTA BANDAR ,‘
LAMPUNG ‘
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